BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan bab 4, maka diperoleh kesimpulan sebagai
berikut :

1. Potensi Pajak Hotel berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di kota
Surabaya, Dikarenakan tiap tahun potensi pajak hotel meningkat karena
jumlah hotel dan jumlah kamar hotel yang bertamb di Kota Surabaya.

2. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap
Penerimaan Pajak Daerah dikota Surabaya, Dikarenakan Realisasi
penerimaan pajak hotel tidak sebanding dengan potensi pajak hotel hal ini
terjadi karena kemungkinan pemerintah kurang maksimal dalam melakukan
pemungutan pajak hotel.

3. Upaya Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di
kota Surabaya, Diarenakan pemerintah kurang mengoptimalkan potensi
penerimaan pajak hotel yang ada dikota Surabaya dan juga karena adanya
perbedaan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak
hotel.

5.2. Keterbatasan

Peneliti kesulitan menggali informasi tentang efektivitas penerimaan pajak
hotel dan potensi pajak hotel mengenai alasan mengapa terjadi ketidakefektifan
dalam potensi penerimaan pajak hotel. Pihak Dinas pendapatan dan pengelolaan
keuangan kota surabaya juga tidak memiliki jumlah rumah kos dan hotel non

bintang yang lengkap.
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5.3. Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini
lebih lanjut dengan menambah moderasi variabel seperti kesadaran paak untuk
menganalisis pengaruh efektvitas pemungutan pajak hotel dan upaya pajak hotel

terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya.
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